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I.   PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Hasil    Pemilihan    Umum    Presiden    dan    Wakil    Presiden    telal)

ditetapkan oleh Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada

tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024.  Dan sebagaimana yang selalu terjadi  pada pemilu-pemilu

sebelumnya,  pasca  pengumuman  hasil  Pilpres  oleh  KPU,  pasangan  lain

secara resmi telah mengajukan gugatan perkara perselisihan hasjl pemilihan

umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

.4m7.clis  aar7.ae  bri.e/ yang  disampalkan  ini  dibatasi  unfuk  perkara

PHPU Mahkamah Konstitusi Nomor   Perkara    lmHPU.PRES-XXII/2024

[permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut I Anies Baswedan

Muhaimin  lskandar]  dan    PHPU  Mahkanah  Konstitusi  Nomor  Perkara

20HPU.P RES-XX I I/2024 [pemohonan yang diaj ukan oleh pasangan calon

nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD].

4mi.cz45 Cziri.ae bri.e/ini disiapkan oleh Aliansi Penegak Demokrasi

Indonesia,  sebagai  bentuk  kepedu]ian  dan  pailisipasi  Masyarakat  dalam

menegakkan demokrasi dan keadilan  pemilu.

8.   IDENTITAS DAN KEPENTINGANAMICUS CURIAE

I.  Aliansi    Penegak    Demokrasi    Indonesia        r7Hdo#es/'a#    I)emocrcJey

Upho/der .4///.Once/,  selanjutnya disebut APDI,  merupakan  aliansi  dari

kelompok akademisi dan praktisi yang peduli pada penegakan deTr.okrasi

untuk menegakkan keadilan.

2.  APDI   beranggotakan   akademisi   dan   praktisi   dari   berbagai   bidang

keahlian,  seperti  bidang hukum,  ilmu pengetahuan  dan teknologi. APDI

saat ini beranggotakan:

-     Tim pembela Demokrasi Indonesia (TPD[)
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-      Perekat Nusantara

-      Komite lndependen pemantau pemilu (KIPP)

-      IAITB

-     KappaklTB

3.  Sejauh ini, partisipasi yang telah dilakukan anggota APDI terkait dengan

penegakan    demokrasi    diantaranya    melakukan    diskusi-diskusi    dan

beberapa anggota APDI menjadi saksi ahli dan saksi fat(ta pada sengketa

pemilihan presiden, saksi partai pada sidang pleno rekapitulasi nasional,

menjadi  pemohon  pada  kasus  infomasi  publik  dengan  termohon  ITB

Bandung, dan lain-lain.

4.  APDI berkepentingan dengan proses dan penyelenggaraan Pemilu yang

jujur dan adil, khususnya  Pemilihan Presiden (Pilpres) dikaitkan dengan

terwujudnya  keadilan  pemilu  (e/ec/orcJ/ /.„sfJ.ce),  yang  memenuhi  rasa

keadilan  dan  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan  perundangan  yang

berlaku.

c.  A#tcusr4MTcr    cuiitAE    DALAM    PRAKTIK    PENGADILAN
INDONESIA

I.  Amicus curiae (lit. 'sahabat pengadilan'; pl.  amici curiae) adalah individu

atau  organisasi  yang  bukan  merupakan  pihak  yang  beTperkara  dalam

suatu   kasus   hukum,   namun   diizinkan   untuk   membantu   pengadilan

dengan menawarkan informasi, keahlian, atau wawasan yang mempunyai

kaftan   dengan   permasalahan  yang  ada  dalam   kasus   tersebut.   Ruang

lingkup   amici   curiae   umumnya  ditemukan   dalam   kasus-kasus   yang

melibatkan kepentingan publik yang luas.

2.  Dasar  hukum  yang  mengakomodir  praktek  Amicus  Cui`iae  tercantum

pada  Pasal   5   ayat  (I)   UU  No.   48   Taliun   2009   tentang   Kekuasaan

Kehakiman   bahwa,   "Hakim   dan   hakim   konstitusi   wajib   menggali,

mengikuti,  dan  memahami   nilai-nilai   hukum  dan   rasa  keadi]an  yang
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hidup   dalam   masyarakat."   Pasal   inilah  yang   menjadi   dasar   praktek

am/.c!/a  c!fri.ae  dapat  diterapkan  dalam  sistem  hukum  Ci.v7./ £c7w,  sebab

dengan   adanya   Am/.c«s   C«r/-4c   dapat   membantu   hakim   dalam

memahami   ni]ai   hukum   dan   rasa   keadilan   yang   hidup   da]am

masyarakat.

3.  Dasar hukum  spesifik  untuk  kasus  sengketa  PHPU  Presiden  dan  Wakil

Presiden  pada  Mahkamah  Konstitusi  tercantum  pada  Pasal  2  ayat  (2)

Peraturan M ahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/202 3 yang menyatakan

bahwa "Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) Bawaslu dan

pil]ak lain yang diperlukan sebagai Pemberi Keterangan."

4.  Dalam  konteks  peradilan  pidana,  Kjtab  Undang-Undang  Hukum Acara

Pidana   (KUHAP)   juga   mengindikasikan   re]evansi    praktek   4m!.cur

C'#rl.ae. Pasal  180 Ayat ( I ) KUHAP menyatakan: "Dalam hal diperlukan

untuk    menjemihkan    duduknya   persoalan    yang    timbul    di    sidang

pengadilan,  hakim  ketua  sidang  dapat  minta keterangan  ahli  dan  dapat

pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan."

5.  Kami     tetap     menghormati     independensi     Majelis     Hakim     dalam

memutuskan  perkara. Praktek ,4mi.cur C'Iori.ae bukanlah  sebuah tindakan

yang  mengintervensi   kebebasan  dan   independensj   hakim,   melainkan

membantu  hakim  dalam  memutus sebualt  perkara yang mencerminkan

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan lewat putusan yang bijaksana. Hal

ini sesuai dengan adagium hukum yaitu "/#dex debc//.iidi.care secw#d"in

a//egafa   c/  probcJ/a."   (Seorang   hakim   harus   meiiiberikan   penilaian

berdasarkan fakta-fakta dan pemyataan).
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11.         PENDAPAT AMICUS CURIAE

Pada     bagiali     ini     izinkan     kami     sebagai     cimz.c!/s     c«ri.ac     untuk

menyampaikan uraian atau pendapat kami  untuk menanggapi  beberapa

hal yang menurut kami krusial dan penting dalam kasus a gzio,.

A. TENTANG KEWENANGAN MAIIKAMAH

Kami   mencermati   perbedaan  pendapat  yang   penting   dalam   hal

kewenangan  mahkamah  aritara  pemohon  dan  temohon  maupun  pihak

terkait  dalam  hal  kewenangan  mahkamah.  Dalam  hal  ini  kami  mencoba

memahami  perbedaan  pendapat  tersebut  dan  menguraikan  pendapat  kami

sebagai berikut:

Untuk  memahami  kewenangan  mahkamah  dalam  kasus  sengketa

pemilihan unum kita perlu kembali pada Undang Undang Dasar 1945:

Pasal 24C

(I)   Mahkamah    Konstitusi    berwenang    mengadili    pada   tingkat

peitama dan terakhir yang putilsannya bersifat final untuk menguji  undang

undang  terhadap  Undang  Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan

lembaga  negara  yang   kewenangannya   diberikan   oleh   Undang   Undang

Dasar,   memutus   pembubaraii   partai   politik,   dan   memutus   perselisihan

tentang hasil pemilihan umum.

Dari pasal ini dapat dibedah kewenangan mahkamah pada sengketa

pemilu sebagai :

Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama

dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk  memutus  perselisihan

tentang hasil pemilihan umum`

Dari   kata   "tentang"   ini   dapat   disimpulkan   bahwa   kewenangan

Mahkamah  tidak  dibatasi  semata  pada  hasil  sebagai  angka  akhir,  namun

apapun  yang  terkait  teiitang  basil,  atau  dalam  hal  ini  adalah  keselurulian

proses yang terkait tentang hasil pemilihan umum.
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Pemahaman yang berkembang bahwa kewenangan Mal`kamah pada

sengketa  pemilu  I`anya  dibatasi  pada  hasil,  dengan  hasil  dimaknai  hanya

sebagai  "angka  hasil  akhir" juga  tidak  tepat jjka  kita  melihat  bahwa jika

pemahaman  ini  diterima,  Mahkamah  pun  perlu  menieriksa  angka-angka

yang  menghasilkan  angka  akhir  tersebut.  Artinya  Mahkamah juga  perlu

memeriksa proses terbentuknya aiigka-angka terse but.

Selain   itu,   pemahaman   bahwa   kewenangan   Mahkamah   hanya

dibatasi pada basil, dengan makna hasil hanya sebagai "angka basil akhir",

juga   tidak    beralasan    secara    hukum,    karena    tidak    ada    peraturan

I.erundangan yang  menyebut  kewenangan  mahkamah  pada  sengketa

pemi[u l]anya dil)atasi pada basil sebagai angka al{Iiir perolel)an suara.

Pemahaman bahwa kewenangan Mahkamah pada sengketa pemilu

mencakup  keseluruhan  proses  sampai  hasil  pemilihan  umum juga  dapat

dibandingkan  dengan  kewenangan  Mahkamah   lainnya  pada  pasal   24C

tersebut:

Pasal 24C

(I)   Mahkamah    Koustitusi    berwenang    mengadili    pada   tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat  fiilaL  uittuk lt`eiiguji  uiidaiig

undang terhadap  Undang  Undang  Dasar.  memutus  sengketa  kewenangan

lembaga   negara  yang   kewenangannya   diberikan   oleh   Undang   Undang

Dasar,   memutus   pembubaran   partai   politik,   dan   memutus   perselisihan

tentang hasil pemilihan umum.

Dari pasal jni, kewenangan Malikamah Konstitusi adalah mengadili

pada tingkat pertama dan terakllir yang putusannya bersifat fii`al untuk:

I.      menguji undang undang terhadap undang undang Dasar,

2.     memutus      sengketa       kewenangan      lembaga       negara      yang

kewenangannya diberikan o]eh Undang Undang Dasar

3.      memutus pembubaran partai politik

4.      memutus perselisihan tentang hasjl pemilihan umum.
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Jika kita bandingkan dengan  kewenangan  Mahkamah  pada  pain  I,

2.  dan  3`  maka  dapat  dipahami  bahwa  kewenangan  Mahkamah  pada

pengujian UU  terhadap  UUD,  memlltus sengketa  kewenangan  lembaga

negara,  niemiltus  pembubaran  partai  politik,  tentulah  Mahkaniah  juga

harus   memeriksa   keseluruhan   proses   pembentukan   UU,   memeriksa

peraturan   peruiidangan      terkait   kewenangan   lembaga   negara,   dan

memeriksa fa!cta-fakta hukum pembubaran partai poljtik.

Bahwa   objek   hukum   yang   diperiksa   pada   3   poin   kewenangan

Mahkamah diatas adalah UU yang diuji, Produk hukum suatu Lembaga

negara, atau Keputusan Pembubaran Partai Politik, maka dapat dipahaini

bahwa kata "basil pemi]ihan umum." pada kewenangan Mahkamah ke 4

hanyaLah  menjelaskan  apa  objek  hukum  pada  kewenangan  Mahkamah

tersebut,  yaitu  Keputusan  KPU   mengenai  penetapan   hasil   perolehan

suara pemilihan umum, riamun tidak membatasi  Mahkamah pada angka

hasi]  akhir perolehan suaTa tersebut saja, dan tentunya Mahkamah juga

harus  memeriksa  keseluruhan  proses  yang  menyebabkan  hasil  tersebut

sebagaimana  kewenangan  Mahkamah  pada  3  kewenangan  Mahkamah

lainnya-

Perlu diingat juga,  bahwa pada  Undang  Undang  Dasar  1945, yang

diberikan   kewenangan   untuk   memufus   sengketa   pemilu   hanyalah

Malikamah    Konstitusi.    Tidak    ada    lembaga    lain    yang    diberikan

kewenangan.  Kai.ena  itu,  Undang  Undang  atau  peraturan  dibawahnya

hanyalch  memperluas  kewenangan  tersebut  pada  Lembaga  lain  seperti

Bawaslu,  Gakkumdu,  atau  PTUN  sebagai  aturan  hukum  yang  bersifat

add/.//.owe/,    dan    tidak    pemah    membatasi    kewenangan    Mahkamah

Konstitusi yang diberikan langsung oleh Undang Undang Dasar.

Dengan   demikian,   Mahkamah   Konstitusi   memiliki   kewenangan

tertinggi  yang  menangani  persoalan-persoalan  yang  tidak  selesai  pada

tahap   sebelumnya.   Dengan   demikian,   Mahkamah   Konstitusi   adalah

s!/preme body dalam sistem keadilan pemilu (a/cc/orc7//.!As//.ce s})a/e") di

Indonesia.
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8. TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN

Terkait      diskuTsus      beban      pembuktian,      siapa      yang      harus

membuktikan,   dan  kualitas  bukti  yang  diajukan,   izinkan   kami   Amf.cur

Czir7.cze menyampaikan pandangan kami terkait hal-hal tersebut.

Praktek yang terjadi Llmumnya beban pembuktian ada di penggugat.

Ini dapat di[ihat dari Latin  Maxim Semper necessi./as probandi. i.»czimbi./ ci'

qui agil yimg sering diartilkal\ the burden Of proof lies on the plaintiff, clfau

actori  incumbit  onus  probandi  yari:g sering diiart.ikeln  the  plaintiff has  the

burden Of proof.

Padahal,  kata  agr./ atau ac/ori.  itu  sebenamya  berlaku  untuk  siapa

saja, karena agr./ atau ac/orJ-itu arti dasamya adalah /h€ one who acts.

Latin maxin yalng lain menyebut  Onus  probandi  incumbit  ei  qui

di'c7./, ini kalau diterjemahkan ]ebih je]as lagi, "c b«rdc» a/p/oo/res7s ow

the -one who says it.

Jika    merujuk    pada    dalil    Al-Qur'an,    prinsipnya   juga    sama,

pembuktian   ada  pada  yang   mendalilkan.   Misa]nya   pada   Qurdn   2:Ill:
"..Tunjukkan bulcti  kebenaranmu jika kamu orang yang  benar", atau  pada

Qurin7: loo "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah

kalau kamu termasuk orang2 yang benar"

Jadi  prinsip  dasamya  adalah.  siapa  yang  mendalilkan  dia  yang

bamus  membuktikan.  Ini  berlaku  untuk siapa saja,  berlaku untuk p/ai.n/ijor

a[tou pun dofendanl.

Namun,  karena yang mulai menda[ilkan sesuatu adalah  penggugat,

maka penggugat yang berkewajiban per[amakali untuk membuktikan.

Bukti  ini awalnya tidak harus be)/ond reaso#ab/e doi/6/, tapi  bukti

awal   yang  cukup  meyakinkan   bahwa  ada  sesiiatu   yang   mengharuskan

majelis hakim untuk memeriksa.

Kemudian, pihak yang digugatj ika membantali, maka dia j uga harus

membuktikan bantahaiinya.  Disini  lah terjadi  sAi///.#g /4e b"Hden a/proo/
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karena  pada dasamya  masing-masing  pihak  hariis  iiiembuktikan  apa  yang

dia dalilkan.

Dalam  kasus  e/ec/ore/ /.I/s/I.ce,  pihak  penggugat  akan  mengalami

kesulitan    pembuktian,    selain    karena   waktu   yang   disebabkan    sistem

peradilan  pemilu  yang  menerapkan  mekanisme  speedy  tri.a/, juga  karena

data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu.

Karena   itu   yang   dilakukan   para   saksi    memang   hanya   bisa

menunjukkan gejala, atau bukti awal bahwa ada sesuatu atau balikan banyak

kesalahan,   penyimpangan   yang   teriadi    dan   dan   berimpljkasi   adanya

pelanggaran hukum atau peraturan perundangan.

Jika penggugat diminta bukti dengan level bej/ondreasoMob/e dowb/

akan sulit, karena data itu dikuasai oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Apalagi jika ditanya apakch saksi sudal) pemah melakukan audit atau belum.

Padahal, Audit jtu legal jika menggunakan data legal  yang dimiliki KPU,

sehingga Audit hanya bisa dilakukan Auditor setelah KPU membuka sendiri

datanya-

Dengan demikian, pada sistem peradilan pemilu seperti saat ini, yang

bisa dilakukan Mahkamah setelah pemohon dapat menunj ukkan bukti-bukti

awal     teriadinya    kesa]ahan    dan     penyimpangan     yang     berimplikasi

pelanggaran    hukum,    Mahkamah    dapat    memerintahkan    KPU    untuk

membuka datanya, dan memerintahkan Auditor lndependen yar)g dipercaya

oleh Mahkamah untuk melakukan audit IT forensik tersebut.

Namun, apakah dengan sistem peradilan pemilu dengan mekanisme

speedy iri.a/ saat ini audit IT forensik dapat dilakukan? Apakah pengadilan

memiliki  cukup  waktu  untuk  memeriksa  seluruh  integritas  data  F)emilu,

perubahan-perubahan data yang terjadi dengan memeriksa setiap mcrc7dcr/a

dan  ac/i'v!ty  /og  server   apakal  perubahan   itv  terjadi  karena  kesalahan

pembacaan  atau   kesengajaan  manipulasi   data,   dan   singkatnya,   apakah

termohon dapat membuktikan seluruh datanya adalah otentik, original, valid

dan sah secara hukum? Jawabannya tentu tidak dengan mekanisme Specdy

iri.a/ peradilan pemilu saat ini.
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Karena   itu,   menurut  hemat  kami,  yang  dapat  dilakukan  adalah

memeriksa   apakah   telah   terjadi   pelanggaran-pelanggaran   hukum   pada

keseluruhan  proses  pemi]u,  baik  pelanggaran yang bersifat  langsung  pada

perhitungan  perolehan  suara  seperti  pelanggaran-pelanggaran  yang terjadi

pada    proses    rekapitulasi    dan    penggunaan    sistem     informasi,    serta

pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tidak langsung terhadap perhitungan

perolehan   suara   seperti   keabsahan   pasangan   calon,   atau   pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat kebijakan atau  dilakukan  pejabat  negara  seperti

keberpihakan   Presiden   atau   masalah   pembagian   bantuan   sosial   yang

meroket  pada  saat  sebelum  pemilihan  umum  dilakukan.  Perlu  dijelaskan

bahwa  sengketa  pemilihan  Presiden  di  Mahkamah  Konstitusi,  bukanlah

sengketa  privat  atau  bukan]ah  kepentingan  pribadi  pemohon   I   dan/atau

Pemohon  Ill  yang  diperjuangkan,  melainkan  adalah  kepentingan  umum,

yakni penegakan demokrasi, kedaulatan  rakyat dan konstitusi. 0leh karena

itu,  inisiatif pembuktian tidak hanya  terletak pada para  pihak,  akan  tetapi

juga pada seluruh anggota Majelis Hakim Konstitusi  sebagaimana  Hakim

Koustitusi  berinisiatif    memanggil  empat  (4   )   Menteri   untuk  didengar

keterangan dalam persidangan Mahkamali Kontitusi dalam perkara a g"a,

Dari  bukti-bukti  yang di8jukon terutama oleh  Perkara Permohonan

No.  I  oleh Paslon 01  dan  Permohonan No. 2 oleh Paslin 03,  adalah bukti-

bukti yang sudah Nitoire Feiten (atau segala hal yang sudah diketahui oleh

Masyarakat Umum secara luas temasuk 8 (delapan Hakim Konstitusi yang

memeriksa dan mengadili Perkara a'quo.

Bukti-bukti  itu antara lain  :

I.  Putusan  MK  No.90PUU-XXI/2023,  tanggal   16  0ktober  2023,

tentang  "conflict  of  interest"   yang  dimiljki  oeh  Anwar  Usman,   Hakim

Kinstitusi   sekaligus   Ketua   MK   yang   memimpin   persidangan   Perkara

No.90/PUU-XXI/2023;    yang    memuat    dissenting    opinion     4     Hakim

Kosntitusi yang secara progesif membongkar tuntas conflict of interest dari
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Anwar  Usman  karena  memiliki  hiibungan  semenda  dengan  Jokowi  dan

Gibran R. Raka.

2.   Putusan  MKMK   No.2/MKMK/L  /ARLTP/IO/2023,  tanggal   7

November 2023, karena Anwar Usman Hakim Koustitusi yang juga Ketua

MK  dinyatakan  terbukti  melakukan  Pelanggaran  Barat  Kode  Etik  dan

Perilaku    Hakim    Konstitusi,    sehingga   diberikan    sanksi   Administratif

Pemberhentian  dari  Jabatan  Ketua  MK  dan  sejumlah  larangan  termasuk

larangan mengadili sengketa Pjlpres 2024 atau perkara a'quo.

3.   Juga   dalam   perkembangan   selanjutnya   sebagai   pelaksanaan

Putusan   MK   No.90/PUU-XXI/2023,   tanggal    16   0ktober   2023   yang

dilaksanakan oleh KPU, temyata oleh 7 orang Komisioner KPU dinyatakan

terbuktj  melakukan  Pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  oleh

DKPP dengan sanksi Administratif Peringatan Keras Terakhir tertanggal  5

Februari 2024.

4.   Sejumlah   fckta   dan   peristiwa   lain   tentang   penyalahgunaan

wewenang  oleh  Presiden  Jokowi,  dalain  soal  Bansos,  menggerakan ASN

dan  APH   untuk   melakukan  tindakan  yang  memihak  pada  Paslon  02,

Asosiasi   Kepala   Desa   selumuh   Indonesia   dll.   yang   mengarah   kepada

konsolidasi   politik  mirip  KORPRI  ketika  Orde  Baru  yang  hanya  loyal

kepada Soeharto atau monoloyalitas.

Semua fakta  dan peristiwa yang diuraikan di  atas telah diuji  dalam

persidangan di MK dan telah menjadi bukti-bukti hukum, sehingga menjadi

kekuatan pembuktian yang sah untuk jatuh pada suatu kesimpulan bahwa

Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan, kejahatan Pemilu yang berimplikasi

kepada   cacat   hukumnya   Paslon   02   sehingga   beralasan   hukum   untuk

dinyatakan  tidak  sah  dan  didiskualifikasi  oleh  Majelis  Hakim  Komstitusi

dalam perkara o'q"o.
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C. TENTANG KEABSAHAN CALON WAKIL PRESIDEN

Salah satu poin permasalahan krusial dalam pilpres 2024 adalah soal

keabsahan   calon   wakil   presiden   Gibran   Rakabuming   Raka  yang   maju

menjadi  calon  wakil  presiden  setelah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.

90/PUU-XXI/2023  mengubali Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil

Presiden pada Pasal  169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Padahal, hakim yang memutuskan perkara tersebut telah diputus dan

dinyatakan  terbukti  melakukan pelanggaran  berat terhadap Kode  Etik  dan

Perilaku Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

(MKMK) dengan PUTUSAN NOMOR: 2/MKMK/I/I I/2023

Dengan  demikian,  seharusnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.

9M'UU-XXI/2023   menjadi tidak sah sesuai pasal  17 UU 48 2009 ayat (5)

dan (6);

Pasal  17

ayat (5): "Seorang hakim atau panitera waj ib mengundurkan diri dari

persidangan apabila ia mempunyai kepentingan ]angsung atau tidak

langsung    dengan    perkara    yang    sedang    diperiksa,    balk    atas

kehendaknya    sendiri     maLipun     atas     permintaan     pihak    yang

berperkara"

ayat  (6):  "dalam  hal  teriadi  pelanggaran  terhadap  ayat (5)  putusan

dinyatakan   tidak  sah   dan   terhadap  hakim   atau   panitera  yang

bersangkutan  dikenakan  sanksi  administratif atau  dipidana  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Permasalahannya,   MKMK   dalam   pertimbangan  hukumnya   (7.9]

menimbang bahwa Majelis  Kehomatan  berpendirian untuk menolak atau

sekurang-kurangnya  tidak  mempertimbangkan  isu  datam  laporan  dugaan

pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakiln Konstitusi sepanjang beTkaitan

dengan  permintaan Pelapor untuk melakukan  penilaian, antara  lain  berupa

pembatalan,  koreksi,  atau meninjau kembali, terhadap  Putusan  Mahkamah
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Konstitusi,    in   casu   Putusan   Mahkamah    Konstitusi   Nomor   90/PUU-

XXI/2023.

Kemudian,  MKMK  mempertimbangkan  bahwa  terhadap  Putusan

Mahkamah  Konstifusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023,  perkara harus  diperiksa

kembali dengan pertimbangan [7.10]

"Bahwa masih  berkaitan dengan  kewenangan Majelis Kehormatan

untuk menilai  Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana laporan Pelapor

yang  menda]ilkan  isu  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Putusan

Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  harus  dinyatakan  tidak

sah, dibatalkan, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali, dengan alasan

putusan dijatuhkan oleh hakim yang seharusnya mundur karena mempunyai

benturan  kepentingan  (conflict  of  interest)  dengan  perkara  yang  sedang

ditanganinya sebagaimana diatur dalam  Pasal  17  ayat (5) dan ayat (6) UU

48/2009. Dalam hal putusan yang demikian, perkara harus diperiksa kembali

dengan komposisi hakim yang berbeda sebagaimana diatur dalam Pasa]  17

ayat (7) UU 48/2009 sebagaimana didalilkan oleh beberapa Pelapor;"

MKMK    kemudian    mempertimbangkan    baliwa    putusan    hanis

dinyatakan tidak sah melalui pengujian kembali oleh Mahkamali Konstitusi

[7.11.6]:

"Bahwa ketentuan Pasal  17 ayat (6) UU 48/2009 yang menegaskan,

"Dalam hal terjadj pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

pada   ayat   (5),   putusan   dinyatakan   tidak   sah    ...",   tidak   serta   merta

menyebabkan   putusan   Mahkamah   Konstitusi   yang   bersifat   final   dan

mengikat    dengan    sendirinya    menjadi    tidak    sah,    melainkan    liarus

dinyatakan tidak sah oleh pejabat atau ]embaga yang berwenang untuk

itu  sesuai  dengan  prinsip presumptio  iustae  causae,  dalam  hal  ini  melalui

pengujian  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal

I 7 ayat (7) UU 48/2009."

Dalam     perkembangannya,     ketika     perkara    diuji     kembali     ke

Mahkamah Koiistitusi, misalnya pada perkara Nomor  14 I/PUU-XXI#023,

Mahkamah mempertimbangkan bahwa:
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[3.12.2|  Bahwa  lebih  lanjut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor  90/PUU-Xxl/2023  tersebut, jika  dikaitl(an  dengan  ketentunn  nolma

Pasal  10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 PMK 2/2021, maka Mahkamah

berpendapat   Putusan   a  g!io   adalali   putusan   yang   dijatuhl(an   oleh   badan

peradiLan pada tingkat pertama dan terakh ir yang putusarmya bersifat final yang

mengandung makna terhadap putusannya tidak dapat dilakukan ilpaya hukum.

Hal   tersebut   dikarenakan,   Mahkamah  KonstitLisi   sebagai   badan   perndilan

konstifusi  di  [ndonesja tidak mcngenal adanya sistem stelsel  berienjang yang

mengandung esensi  adanya  peradilan  secara  ber(ingkat yang masing-masing

mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  korel(si  oleh  badan  peradilan  di

atasnya  teThadap  putusan  badan  peradilan  pada  tingkat  yang  lebih  rendah

sehagai bentuk "upaya hukum". Demikian halnya dengan si fat daripada pufusan

Mahkamah Konstitusi yang bersifa( rLnal dan memperolell kekua(an hukum

tetap  sejak selesai  diucapkan  dalam  sidang pleno terbuka  untuk umum.  Hal

tersebut juga menegaskan  bahwa putusari  Mahkamali  Koustitusi berlaku  dan

mengihat  serta harus  dipatuhi  oleh  semua wanga negara temasuk  lembaga

negara sejck selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk um`rm tanpa

adanya   syarat   apapun.   O[eh   karena   itu,   dengan   berlakunya   ketentuan

sebagaimana diuraikan di atas, sebagai konsckuensi yuridisnya, jika ada subjek

hukum  atau  pihak  tertentu  yang  berpendapat  terhadap  Putusan  Mahkamali

Konstitusi    terdapat    hal-hal    yang    masih    dirasakan    adanya    persoalan

konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusiona]itas yang teLah diputuskan

atau d ikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dapat mengajukan penguj ian

inkonstitusiona]has norma diniaksud kepada Mahkamah Konstitusi sepanjang

tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021,

a(au    dapat    meminta    untuk    dilakukan    /cgi.s/a/fye    revi.ei4/    dengan    cara

mengusulkan perubahan kepada pembentuk undang-undang.

Kemudian      Mahklnch      Konstitusi     juga     mempertimbangkan

pertimbangan MKMK:

[3.13.2] Bahwa terhadap hal tersebut, setelah Mahkainah
mencermati bagian pertimbangan Putusan MKMK Nomor
2/2023, halaman 358, yang menyatakan:
"Namun demikian. Putusan 90/PUU-Xxl/2023 tersebut telah

berlaku secara hukum (de/.ure).  Dalam hal jni, Majelis
Kehormatan hamus dan tetap menjunjung tinggi prinsip res
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/.ud/.cafa pro ven.Iate had/.fur dan tidak boleh memberi komentar
bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena
putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat final dan mengikat."

Dari   pertimbangan    Putusan   MKMK   dimaksud,   telah   membuktikan   dan

menegaskan  bahwa  MKMK  tidak  sedikitpun  memberikan  penilaian  bahwa

P`itusan Mahkamah Koustitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat hukum,

tetapi justru menegaskan bahwa Putusan dimaksud berlaku secaTa hukum dan

memilil(i si fat final dan mengikat. 0leh karena itu, hal ini jika dikaitkan dengan

ketentuan Pasal  17 ayat (6) UU 48/2009, adanya Putusan MKMK pada bagian

kesinpulan pada halaman 380, yang menyatakan:

1.  Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan
Mahkamah Konstitusi, i.n casu Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023.
2.  Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat
diberiakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.
3....

Hal   tersebut  juga   membuktikan   dan   menegaskan   bahwa   MKMK   telah

berpendirian, penilaian sch atau tidak sahnya pufusan yang disebabkan adanya

pe]anggaran  kode  etik khususnya berkaltan dengan Pasa[  17  ayat (I) sampai

dengan  ayat  (5)  UU  48C009,  tidak  dapat  diterapkan  untuk  menilai  putusan

dalam perkara pengujian undang-undang di Mat)kamah Konstitusj temasuk, i.n

castf  menilai  sah  alau  tidak  sahnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor

9Opuu-xxlre023.

Kemudian ,         Mahkamal         Koustitusi         menyarankan         dalam

pertimbangannya  sekiranya  masih  `terdapat  persoalan  konstitualitas  noma,

unfuk     diserahkan     ke     pembuat     Undang-Uhdang     untuk     menilai     dan

merumuskannya:

|3.13.4|  Balwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  hukum  sebagajmana  pada

Sub-paragraf  |3.133|   di   atas,   oleh   karema  Putusan   Mahkamah   Konstitusj

Nomor 90/PUU-XXI#023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana yang

dipersoalkan oleh  Pemohon dan dengan pertimbangan  sebagaimana pendirian

Mahkamah     pada     sebagian     besar     putusan-pu(usan     sebelumnya     yang

beTpendirian    pada    umumnya    berkenaan    dengan    penentuan    batas    usia
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merupakan wi]ayah  kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak

berlentangan  dengan  moralitas,  rasionalitas,  dan  menimbulkan  ketidakadilan

yang f.#/a/erab/e. 0leh karena itu, terhadap persoalan dalam pemohonan a qiro-

pun,  Mahkamah memandang (epat jika hal  ini  diserahkan  kepada  pembenfuk

undang-undang untuk menilai dan merumuskarmya.

Jika  diringkas,  perjalanan  pengujian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi

Nomor 90/PUU-XXI/2023  menemui jalan  buntu di  MKMK dengan alasan

MKMK tidak bemrenang menilai putusan MK, dan bahwa putusan harus

dinyatakan    tidak   sah    melalui   pengujian    kembali    oleh   Mahkamah

Koustitusi.  Sedangkan  ketika  diuji  di  MK,  MK juga  berpemdapat  untuk

tidak  dapat  menerapkan  pasal   17  UU  Kehakiman  dengan  pertimbangan

bahwa putusan  MK  bersifat fiDal,  mem|)eroleh  kekuatan  hukum  tetap,

dan  mei)gikat,  dan  menyerahkan  kepada  ]embaga  pembentuk  Undang

Undang.

Padahal,  jika  akhimya  diserahkan  kepada   Lembaga  pembentuk

Undang  Undang,  persoalan  hukum  ini  menjadi  kadaluarsa  dan  berakibat

putusan  yang  seharusnya  sangat  terarlg  benderang  tidak  sah  sesuai  UU

Kehakiman dibiarkan  bcgitu  saja,  dan dapat berakibat  Indonesia memiliki

wakil  presiden  yang tidak sah sejak kelahirannya. Artjnya,  sistem hukuin

yang  ada  gagal  menjalankan  fungsinya  untuk  menegakkan  hukum  dan

kcadilan.

Jika dicermati, persoalan ini disebabkan oleh pemahaman bahwa:

I.    Putusan  tidak  sah  menurut  MKMK  harms  dinyatakan  tidak  sah  oleh

Lembaga yang berwenang. dalam hal ilii MK

2.   Lembaga yang  menurut  MKMK berwenang,  berpendapat  untuk tidak

dapat menerapkan pasal  I 7 UU Kehakiman dengan alasan putusan MK

bersifat final, berkckuatan hukum tetap, dan mengikat.

Artinya, jika  mengikuti  pemahaman  ini,  tidak  akan  ada  lembaga yang

berwenang  menyatakan  putusan  MK  tidak  sah,  apapun  persoalannya.

Dan  ini  akan  nienjadi  pi.eseden  buruk  bagi  liukum,  putusan  MK  akan
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dianggap  tetap  sah walaupun  diputus  oleh  hakim  yang  melanggar etik

dan hokum (melanggar UU Kehakiman). Lalu, bagajmana solusinya?

Jika kita kembali pada UU Kehakiman pasal  17 ayat (6);

ayat  (6):  "dalam  hal  teriadi  pelanggaran  terhadap  ayat (5)  putusan

dinyatakan  tidak  sah   dan   terhadap   hakim   atau  panitera  yang

bersangkutan  dikenakan  sanksi  administratif atau  dipidana  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Maka   sebenamya,   UU   Kehakiman   tidak   mewajibkan   putusan

dinyatakan   tidak   sah   oleh   suatu   majelis   hakim   atau   lembaga  tertentu.

Artinya,  suatu putusan yang melanggar pasal UU Kehakiman ini otomatis

tidak sah. dan dinyatakan tidak sah oleh  Undang  Undang itu sendiri,  atau

secara hukum putusan tersebut adalah batal demi hukum dan dianggap tidak

pemch ada. Ini sesuai dengan doktrin `Void ab initio';

|a] pretended law made jn excess of power is not and never has been a law at all. Anybody

in the coiintry Ls entitled to disregard jt`  Naturally he will  feel  safer if he has a decision of a court in

lijs favour -but such a decision is not an elcn`cnt whieh produces lnvall'dlty  in  any law. The law is

not `.alid until a cour( pronounces againsl it -and thereafter invalid  lfi( is beyond power it is invalid

ab  inL,to.

Dengan    menganggap    Putusan    Mahkamah    Konstitusi    Nomor

90/PUU-Xxl/2023   adalah   `Void  Ab   lnitio',   maka  putusan  tersebut

dianggap tidak pemali ada sejak awal, tidak memiliki  kekuatan hukum

dan  tidak  mengikat.  karena  putusan  itu  sejak  awal  tidak  sah  karena

melanggar   hukum   dalam   pembentukannya,   dan   batal   demi   hukum

dengan send iri nya.

Terhadap  pendapat  bahwa  putusan  MK  adalah  bersifat  final  dan

mengikat.    maka   perlu   dipahami,    Undang   Undang   Dasar   hanya

menyatakan bahwa putusan MK adalah final. Tidak ada ketentuan dalam

UUD  atau  pun  UU  yang  menyatakan  bahwa  putusan  MK  adalah  final

dan    mengikat.    Satu-satunya    pasal    dalam    Undang    Undang    yang

menyatakan  putusan  MK  bersifat  mengikat  adalah  UU  MK  pasal  10,

yang sudah diputuskan sendiri oleh MK inkonstitusional.
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Untitk  memahami  lebih jelas  antara  sah/tidaknya  putusan,  bersifat

final,   berkekuatan   hukuln   tetap   dan   mengikat.   perlu   kita   cermati

pemahaman masing-masing istilah tersebut dan urutannya.

I.    Apakah putusan tersebut sah/tidak

2.    Apaltah putusan tersebut bersifat final

3.   Apakah putusan tersebut inemiliki kekuatan hukum tetap

4.    Apakah   putusan   tersebut   mengikat   ke   para   pihak  saja   atau

bersifat erga omnes.

Suatu putusan, dimulai  dari apakah putusan tersebut sah atau tidal(.

Putusan  adalah  sah. jika sesuai  dan tidak melanggar hukum  dan  peraturan

perundangan. Misalnya, djputus oleh Lembaga yang meiniliki kewenangan,

diucapkan dalam persidangan terbuka, dan tidak melanggar suatu peraturan

perundangan. Jika putusan sah, barulah kita melihat apakah putusan tersebut

bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat. Jika putusan tersebut

tidak sah, maka berakjbat putusan tersebut tidak berkekuatan hukum tetap,

dan  tidak  mengikat,  walaupun  piitiisan  MK  bersifat  final,  karena  putusan

tersebut dianggap tidak pernah ada.

Jikzi pulusaii sali, iiidha Lizii ulali kita ilielihal apakali ijutusan tei.sebut

bersifat  final  atau  tidak.  Jika  putusan  bersifat  final  sebagaimana  putusan

MK, maka terhadap putilsan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding,

dan dengan demikian piitusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika  putusan  memiliki   kekuatan  hukum  tetap,   akibat  hukumnya

adalah putusan tersebut mengikat. Jika putusan mengikat, barulah diperiksa

apakah  putusan  tersebut  bersifat  mengikat  kepada  para  pihak  saja,  atau

bersifat erga omnes.

Dengan  demikian,  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor

90/PUU-XXI/2023,   sebenamya   tidak   perlu   dilakukan   upaya   pengujian

kembali karena putusan tersebiit dianggap tidak pemah ada, namun sebagai

bentuk  pertanggungiawaban   lembaga  yang  mengeluarkan  putusan  yang

diputus oleh  hakim yang  melanggar etik,  dan demi kepastian  hukum yang

lebih  baik,  MK  dapat  menyatakan juga  bahwa putusan  tersebut tidak  sah.
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MK  dapat  menyatakan  putusan  tersebut  tidak  sah  dalam  perkara  PHPU

karena tidak terikat pada ragam pilihan amar putusan PUU. dan menyatakan

putusan tersebut tidak sah karena terkait dengan perkara a qwo.

Dengan cara ini, Mahkamah Konstitusi dapat keluar dari jalan buntu

hukum  saat ini djmana MKMK dan  MK terpasung oleh tafsir kewenangan

dan   si fat  piitusan  MK  yang  keliru.   MK  dapat   mengkoreksi   kesalahan

lembaga yang memutus putusan yang melanggar etik, menegakkan hukum

yang  sudah  jelas  sesuai   dengan   UU   Kehakinan,   dan   mengembalikan

marwah MK sebagai  `the guardian of constitusion'.
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D. TENTANG SIREKAP SEBAGAI SISTEM INFORMASI PEMILU

D.I   TENTANG   KEDUDUKAN   DAN  PERAN  SISTEM   INFORMASI,
SE RTA       IMPLI KASI N YA       TERHADAP       PEN ETAPA N       HASI L
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM

Ada  penggiringan  isu  yang  keliru  yang  menganggap  seolah-olah  yang

berlaku  secara  hukum  hanya  rekap  berjenjang  dan  sirekap  diabaikan.

Perlu kami luruskan dalam poin-poin berikut:

I.      Sirekap sebagai bagian dari sistem informasi memiliki dasar hukum

yang kuat.

Sesuni dengan Pasal  I  PKPU 5 2024 butir 28:

Sistem   lnformasi   Rekapitulasi   Elcktronik   yang   selanjutnya   disebut

Sirekap  adalah  perangkat  aplikasi  berbasis  teknologi  jnformasi  sebagai

sarana publikasi hasi[  penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil

penghitungan siiara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pemilu.

Dari ketentuan pasal  ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran

Sirel(ap ada 3:

-  Sarana publikasi basil penghitungan suara

-   Sarana publikasi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara

-  Alat bantu pelaksal.aan  rekapitulasi hasil penghitungan suara

2.      Sesuai  pasal  l8, 35, 50,67dan 85  PKPU 52024, dapat disimpulkan

bahwa   seluruh   Rekapitulasi   hasil   penghitungan   suara   dan   sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dibuat melalui Sirekap.

AMICUS CURIAE BRIEF. APDI 2024   I   20



AL]ANS[ I'ENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
(INDONESIAN DEMOCRACY UPHOLDER ALLIANCE)

Artinya,   Sirekap   memi]iki   kedudukan   yang   setara   dan   tidak   bisa

dipisahkan   dengan  rekapitulasi   berjenjang,   karena  seluruh   produk

hukum   hasil   rekapitulasi   dalam   bentuk   form   D   Rekapitulasi   adalah

diproduksi atau dibuat melalui Sirekap.
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I).2 TENTANG PROSES PENGADAAN APLIKASI SIREKAP KPU

Sejuiiilah    kelemahan    yang   berimplikasi    hukum   sebagai    Pei.buatan

Melanggar  Hukunn  dalam  Proses  Pengadaan Aplikasi  SIREKAP  KPU

hingga operasionalisasinya, dapat diinventarisir sbb.  :

I.   KPU   maupun  ITB   hingga  kini   tidak  menjelaskan  kepada  publik,

tentaiig    mekanisme    atau    metode    apa    (E-pwrchas!.#g,    Pengadaan

Langsung,   Penunjukan   Langsung,   Tender  Cepat,   dan   Seleksi,   yang

digunakan   dalam   pengadaan  Aplikasi  SIREKAP  KPU   untuk  Pemilu

2024.  Oika  hanya berlandaskan pada  MoU  antara KPU dan ITB), maka

hal itu je]as menyalahi prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,

sehingga  patut  diduga  telah  terjadi  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Tindak

Pidana Pemilu yang kewenangan penanganannya adalah BARESKRIM

POLRI` bukan  kewenangan Bawaslu.

2.  Penggunaan Aplikasi  SIREKAP KPU, diduga tidak digunakan untuk

ineinudahkan  akses  publik  untuk  meligakses  hasil  suara  hasil  Pemilu

yang  siidah  dihitung,  melainkan digunakan oleh dan untuk kepentingan

pihak  ketiga  atau  peserta  Pilpres  tertentu  di  luar  tujuan  pengadaannya

menurut UU.

3.    Aplikasj    SIREKAP    KPU    temyata    digunakan    sebagai    sarana
"piLblikasj"    hasil    penghitungan   suara   dan   proses    rekapitulasi    hasil

penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

Penghitungan  Suara  Pemilu.  Karena  itu  SIREKAP  bukan  scmata-mata

alat  bantu  dalam  pelaksanaan  Rekapitulasi  Hasil   Penghitungan  Suara

Pemilu     akan     tetapi     Aplikasi     SIREKAP     KPU     menjadi     Sarana

PiiblikasiHasil    Penghitungan    Suara    dan    Proses    Rekapitulasi    Hasil

Penghitungan Suara. SIREKAP seakan-akan menggeser peran dan fungsi

Penghitungan Suara secara manual.
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4.   Aplikasi    SIREKAP   KPU.    dalam    penggunaannya    menimbulkan

masalah, sering mati dan tidak digunakan, hal  ini patut diduga disengaja

ataupun  karena  kelalaian  oknum  KPU  dan  ITB  atau  memang  didesain

dengan kemampuan untuk melakukan kecurangan.

5.  Kenyataannya Aplikasi  SIREKAP KPU, tidak dapat digunakan ulituk

memperlancar Rekapitulasi  Penghitungan  Suara  secara  berjenjang  oleh

KPU  dan  mengabaikan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dengan

demikian menjadi bukti telah terjadi pelanggaran secara TSM.

6.  Server SIREKAP KPU ditengarai terhubung ke Server Alibaba Cloud

di Singapura, tan|)a ada kejelasan tentang mekanisme Pengadaannya dan

bagaiinana  bentuk  pejanjian  Keriasamanya,  karena  menyangkut  Data

Pribadi Pemilih dan Rahasia Negara yang dikelola pihak asing.

7, Sikap Pimpinan KPU dan Pimpinan [TB masih tertutup soal pengadaan

Aplikasi  SIREKAP,  suatu  sikap  yang  bertentangan  dengan  Kebijakan

Pengadaan    Barang/Jasa,    bertentangan    dengan    Prinsip    Pengadaan

BarangAasa  dan  Etika  Pengadaaii  Bagang/Jasa  menurut  Perpres  No.12

Tahun  2021  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Presiden  No.16  Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan demikian patut dapat diduga ada Konspirasi Politik tingkat tinggi

yang  melahirkan Tindak  Pidana  Korupsi  di  dalainnya,  setidak-tidaknya

dengan bjaya Pengadaan SIREKAP seiiilaj  Rp. 3,5  Miliar telch merusak

Penyeleiiggaraan Pemilu dengan Kerugjan Negara tidak kurang darj Rp.

71,3 Triliun biaya Pemilu 2024  yarig berasal  dari APBN.

8.    Sebagai    lnformasi    Elektronik   dan    Dokuinen    Elektronik,    maka

Pengadaan  dan  Pembuatan Aplikasi  SIREKAP  KPU  tunduk  pada  UU

No.I  Tahun  2024,  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.   I I  Tahun
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2008, Tentang ITE, pada UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, pada

UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan lnfomasi Publik dan pada

Peraturan  Presiden No.12  Tahun  2021  Tentang  Pengadaan  Barang dan

Jasa Peiiierintah, sehingga dalam hal terjadi penyimpangan yang bersifat

melawan   hukum   karena   pelanggaran   prosedur  dan   penyalahgunaan

wewenang,  maka  kewenangan  penyidikannya berada di  BARESKRIM

POLRI, bukan BAWASLU Cq. Gakumdu.

9.  Pengadaan dan Pembuatan Aplikasi  SIREKAP KPU pada tahun 2021

diduga   hanya   diatur  dengan   MoU,   namun   tidak  dilindungi   dengan

landasan hukum setidak-tidaknya dengan Peraturan Pemerintah dan/atau

Peraturan  KPU,  karena  nyatanya  PKPU  No.  25  Tthun  2023  Tentang

Pemungutan  dan Penghitungan Suara Pemilihan  Umum,  yang disahkan

pada Desember 2023, hanya mengatur tentang definisi  SIREKAP, pada

pasal  I  angka  56  dan  soal  Dokumen  Elektronik  pada angka  57, tanpa

urai an tentang pemanfatannya dan sanksinya apa dsbnya, dan pada PKPU

No.5  Tahun  2024  itupun  menerangkan  posisi  sirekap  sebagai  pera]atan

yang setara nilainya dengan alat tulis seperti spidol, kertas, ballpoint  dan

bangku.

Padahal Apljkasi  SIREKAP KPU,  dengan  fungsi  yang  sangat  strategis

dalam    melahirkan    "peristiwa    hukum"    yang    sangat    penting    dan

menentukan   bagi   kehidupan  sebuah   bangsa  dan  negara  yaifu   proses

"melahirkan"  kepemimpinan nasional  (Presiden dan  Wakil  Presiden  RI)

dari  sebuah  negara  demokrasi  yajtu  NKRI,  namun Aplikasi  SIREKAP

KPU hanya diatur secara sumir dengan PKPU padahal seharusnya diatur

dengan UU bukan dengan PP atau PKPU.
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D.3    TENTANG    PELANGGARAN    PERATURAN    PERUNDANGAN
DALAM PELAKSANAAN PENGGUNAAN SIREKAP

I. Kesalahan-kesalahan input pada SIREKAP yang massif dan terindikasi

sebagai kesengajaan, bukan kesalahan pembacaan  A[ atau OCR

Melanggar  pasal   536   UU  No.   7  Tahun   2017  Tentang  Pemilu,  yang

berbunyi  :

"Setiap   orang   yang    dengan   sengaja    merusak,    mengganggu,    atau

mendistorsi sistem informasi penghitungan sllara hasil Pemilu".

2. Setiap dilakukan perubahan, Perubahan-perubahan ini tidak di[akukan

secara transparan dan akuntabel, KPU tidak pemah menampilkan ketika

ada perubahan, dimana perubahannya, apa yang berubah, dan siapa yang

mengubah.

Melanggar  UU  No. 43 Taliun 2009 Tentang Kearsipan.

Ketentuan umum

Arsip adalah  rekaman  kegiatan  atau  peristiwa  dalam  berbagai  bentuk

dan   media   sesuai   dengan   perkembangan   teknologi    informasi   dan

komunikasi.

Disini`  KPU seharusnya bisa menunjukkan mcr/ado/a dan semua ac/i.vtry

/og perubalian yang dilakukan dan siapa yang mengotorisasi.

3.  Banyak tidak diunggahnya CI  hasil  liiaupun  fonn  D  Rekap,  padahal

sudah     sampai     tahap     rekapitulasi     di     atasnya.     Balil{an,     hingga

reka|)itulasi  tingkat  Nasional  dam  penetapan  hasil  pemilu,  masih

banyak form C.I  dan form D yang I)elum diunggal..
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Melanggar Pasal  14 hurufc UU No.7 Tal`un 2017, Tentang Pemilu yang

berbunyi  :

KPU berkewajiban:

menyampaikan   semua    jnformasi    penyelenggaraan   pemilu    kepada

masyarakat;

4. Dihentikan tayang SIREKAP

Melanggar UU No.  7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pasal  14 huruf c dan

PKPU No. 25, Tahun 2023, pada bagian Ketentuan Umum Pasal  I, angka

56

Sistem   lnformasi   Rekapitulasi   Elektronik   yang   selanjutnya   disebut

Sirekap adalah perangkat  aplikasi  berbasis  teknologi  informasi  sebagai

sarana pub[ihasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil

penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

Penghitungan Suara Pemilu.

Dengan     dihentikan    tayangnya     sirekap     dan     disembunyikannya

informasi   numerik   dan   tabulasi   pero]ehan   suara,   dengan   hanya

menampilkan  form  C  dan  D  hasil,  itu  pun  tidak  lengkap,  maka  fungsi

sirekap  sebagaj   sarana   publikasi   terutama   proses  rekapitulasi   tidak

berjalan.

5.   SIREKAP   digunakan   ojeh   KPU   bukan   sekedar  alat   bantu,   tapi

digunakan  sebagai  dasar  perhitungan  Rekapitulasi  Berjenjang,  padahal

SIREKAP ini terbukti mengandung kesalahan dengan Tingkat kesalahan

sangat tinggi dan iilanipulasi data serta tidak lengkapnya C I  Hasil PPWP

terunggah.
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OIeh karena itu Hasil perhitungan KPU yang diumumkan dengan sumber

data   dari    SIREKAP   tidak   dapat    dipertanggung   jawabkan,   selain

bersumber  dari  proses  pengadaan  yang  diduga  tejadi  penyalahgunaan

wewenang,   yaitu    (bertindak   sewenang-wenang.    niemcampuradukan

wewenang  dan  melampaui  wewenang).  Suatu  pel.buatan  yang  dilarang

oleh UU No.30 Tallun 20 I 4, Tentang Administrasi Pemerintahan dan UU

No.  28  Tchun   1999  Tentang  Penyelenggara  Negara  Yang  Bersih  dan

Bebas  dari  KKN, juga  SIREKAP KPU diduga sebagai  alat penyebaran

berita bohong dengan menggunakan lnformasi  ElektTonik dan Dokumen

Elektronik sesuai ketentuan pasal 28 jo pasal 45A ayat UU ITE.

Sebagai lnformasi Elektronik dan dokumen Elektronik, maka Pengadaan

dan Pembuatan Aplikasi  SIREKAP KPU  tunduk  pada  UU  No.I  Tahun

2024, Tentang Perubal]an  Kedua Alas  UU No.  I I  Tchun  2008, Tentang

ITE, yang menganut asas kepastian hukum, mentaati kehati-hatian, itikad

baik  dan  kebebasan  memiliki  tekT]ologi  atau  netra]  teknologi    dengan

tujuan   untuk   mencerdaskan   kehidupan   bangsa   sebagai   bagian   dari

masyarakat    informasi    dunja,    mengembangan    perdagangan        dan

perekonomian    Nasional    dalam    rangka    meningkatan    kesejahteraan

Masyarakat,   menjngkatakan   efektifitas  dan   efesiensi   pelayan  publik,

membuka    kesempatan     seluas-luasnya    pada     setiap    orang     untuk

memajukan   pemikiran   dan   kemampuan   dibidang   penggunaan   dan

pemanfaatan       teknologi        infomasi       seoptimal       mungkin       dan

bertanggungjawab dan  memberikan  rasa aman`  keadi[an, dan  kepastian

hukum bagi peiigguna dan penyelengara teknologi informasi (Pasal 3 dan

pasal 4  UU No.  I llalun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.  I I

Tahun 2008 Tentang ITE).

Pengadaan  dan  Peliibuatan Aplikasi  SIREKAP  KPU juga  tunduk  pada

UU No. 43 Taliun 2009 Tentang Kearsipaii, pada UU No.14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan lnformasi  Publik dan pada Peraturan  Presiden No.

12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga
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dalam  hal  teriadi  penyimpangan  yang  bersifat  melawan  hukuin  karena

pelanggaran     prosedure     dan     penyalahgunaan     wewenang,     maka

kewenangan   penyidikannya   berada   di   BARESKRIM  POLRI,   bukan

BAWASLU Cq. Gakumdu.
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D.4 TANGGAPAN AMICUS CURIAE TERIIADAP KESAKSIAN PARA
SAKSI TERKA[T S]REKAP

Pada bagian ini perkenankan kami merangkum dan menanggapi kesaksian para
saksi terkait Sirekap:

I.   Kesaksian Dr. Ir. Leony Lidya

Per'hal Pertnasalahan                                                             PeLanggaian peratutn

P,'oses unggah Cl Fungsi Validasi  &  Edit defa numchk yang uu I 4 2o08 pesal 7 ayai (2)

d] Tingkai TPS sa]al  peck  PiLpres  diliedakan`  hala  yaps

saLah   dibiackan   masuk   ke   database   dan

ditampillLan ke sisten inforDasl.

Hak Edit C Hasil Hak  cdit  KPPS  pale  pi]pies  d]t[adalrm,

sementara I)ada plleg tJdak.

hformasi Informasi  NumeTik  CI   I.8sll  dan  fabulasi UU I 4 2008 pasal 4 a)'at ( I )

Nunenk CI  Hasll dintry UU No.7 Tchun 2017  Pasal  14 horufc

PKPU No  25 Tchun 202.. Pasal  I  angka 56

Pengunggahco C1 Unggal C I tlasil dan Fom D Relrapl.ql[asi UU I 4 2008 pasal 4 ayal ( I )

Hasll dan Fom D tidalc   tunas,   Kedka   p]oscs  Tcakytulasi UU No.7 Talun 2017  Pesal  14 hurufc

Rckaplfulasi beqenjang  pada   tal]ap  diatasnya,   trdun

semun   fom   Cl   hosil   maapun   fom   D

Rekapitulasl    diunggali     Bahkan    sampei

Ehoses  RckeEiitulasi  Tingkat Na8ional  dan

Penctapan Hasil Pciti]lu. hmgga hal ini.

Prosentasc Statis Adany@  ADonali   Prosentast   Sfatis  yang UU Pemilu pasal 536

tidak  `i/ajar  aecm  i]mu  8latstik.  Indi.kesi

adenya   kcjahatan   atau   manipulasi   drt8

pe,I,ilu.

Pcngqunaon Adanya   ltlain]   dan   KPU  bah"a   Slrehap PKPU 5  2024  Pasal  18. ]5. 50, 67 dan 85

Sirekap olch KPU IIdck dl.gunckap
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2.    Kesaksian Hairul Anas suaidi

Dari kesaksian Hairul Anas yang menganalisis anomali-anomali data

berdasarkan  data  hasil  crow'//'#g  robot  yang  mengcc7p/#rt?  tampilan

layerpemj./w2024.go. i'd, kami mencoba merangkum temuan saksi dan

mengkategorikannya sebagai berikut:

Penha' Pcrmasalalan   (berdrsarkan   checksum   per   I Pelanggaran  Perm.uran

Apnl 2024 07.58 WIB)

Foapnn, Perubahan Tabulasi den atan Dckumen C I  hasi'I UU  14 2008 pasal  7 ayat (2)

Pcnlbahan te¢adi  lcbjh  dan  441 `353  kall  pcruhahan peda lru  PelTIII`I  pasal  536

Iebih dali 244 533 TPS

Tcrind;  penibalian  ckstrLm  pada TPS d;  demak

teDadl  saltlpai 8 I 4 kali pemhahan

Integntas Data Pengguna Total odak sama dengan  Sua[a Tofal UU  14 2008 pasal 7 ayat (2)

Pcnggrma Total tidak salna dengali Suara salt + UU Peniilu pasal  536

Suara   dakch

Suara  1`ol8I   tidak   s8ma   dengan   Siiam   Ssh   +

Suan Tldck Sah

S¢lislli  setara  10 000,COO  suara

Pengguna       TctaJ       .idak       saina       dengan

DPT+DPTb+DPK

Scllsiti setan 5,000`000 s`iara

Tinlc'.slami)      Foto Jumlah CI  ).ang difolo setelah  I 5 Febnlan 2024 UU  14 2008 pesal  7  ayal (2)

CI  Hasll sebanyak 314 508 CI  Hasil lnJ Pcmilu pasal  536

Po'a                 S'al's Adanya  Aiiomall   Proselilasi   Stalls  yang  tidck UU  14 2008 pasal  7 ayal (2)

Perolehan  S`Iara wajar   sccara   IImu   staostLk     lndikasl   adanya UU Panllu pasal 536

kcjahalaii alau manJpulasJ data pemi[u
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3.   Tanggapan terl)adap kesaksian Prof Marsudi:

Beberapa catatan kami terhadap kesaksian Prof. Marsudi;

Pendepet Saksi Tanegapan Anllrus (`ilrlue Pel8Iiggaran  8lau    tidak  scsualdengan

Salcsi   men`irLjuldcan   pasa]   54(I)  F'KPU   6 Padehal,  ses`Iai  peraturan  yang  sama,  PKPu  6 PKPU 6 2024 pasal  I  butir 21

2024 }'ang menyebulkan: 2024   pasal   I   buiir  21,   dan   beberapa   PKPU PKPU 5 2024 pasal  I  butir 28

Pasal 54 (I) lairmya  sepertl  PKPU  5  2024  dan  PKPU   25 PKpll 25 2023 pasal  I  bulir 56

KPU.       KPU       Provlnsl.       dan       KPU 2003, definisi Sirdxp adalah: PKPU  5  2024  Pasal  18,  35,  SO,

Kabupelen/Kcta         dalani         melak`IkanpenetapanPasanganCalon.elplllh, 67  daii  85

SI'stem  [nfomasi  Rekaplfulasl  Elektronik yang

penctapan perolehan kursl, dan  penetapan sc]aiijutrya  dlscbul  Sircltap  adalah  perangkat

colon      lerpilih     dala]D      Pcnillu     dcligali aplikasi  berbasis  teknologi  unformasi   sebagai

menggunalcan alat bantu Sirckap.Kemudiansakeimenyinpulkanbchwa,"Sireltaptidak8dapengarul]nyal.rltadapperbifungansuai-."Saksijugamcngat8kanrcbutlibu.membahassirckapli]Ipepesankosongsa.a saBm publihasi l`asil penghltungan suara dan

proses  rekaprfutasi   hasil   penchltungan   suara

scrta alat bantu dalam pelaksanaan rckapitulasi

hasi[ Pengbitungaii Suaia Peml'Iu.

Schingga    kedudukan    Sirckap    tidak    lianya

sehagai alat bantu. tapi juga sarana I)ublik8sl`

Kemudian. pemyataan  scksi juga berlelilangan

Tidck adr gunanya dengan  Pasal   18,  35.  50,  67  dan  85  PKPu  5

2024.      dimana      dari      pesal-pasal      lersebut

dlsimpulken  bahw@   se[urub   Rck@pliul@s!  hasil

penghitungarl  ouan  dan  scrtifikat  Tekapltulasl

hasil  penchitungan  perolchan  tlil)ua.  in.laluj

Sirehap

Artinya.    Sirckap    menijliki    kedudukan    ysiig

setara     dan    tidak    bisa    dlpjsahhan    del`gan

rekaplfulasi  beqenjang  karclia  seluriih  prediik

huL'um haslJ  rckapjtulasi dalan  benhik  form  D

Rckapjtulasi    adalall    diprocLuksi    aiau    dibga.

mclaLui Slrchap,

Saksi     menjeJasken    kelemahan    apJlkasi PenjeLasan         saksj         kontr8dlktif        deng8Ii Peniyafaan Komisloner KPU di

Sirehap   karena   menggunckan   tcknologi pemyataan   koriilsioner   KPU   dl   mcdia   yang i`icdia              hahwa              KPU

CX=R  sehmgga kcllka discan  menjadi' tidak menyatakan     KPU     mengqunaken     `cknologL Iiiengguiiakan   lcknolngl   OMR

akura( OMR ul`tuk PIIpres dan OC`R `mfuk Piles unttik   pilpres  dan  OrR  untukPJleg

"Betty ment!alakan korcksi data Slrckap Pilpres

yang    beJ`im    sesuai    dengali    forll`itlir   c liasll

dapet  dilalukan  saat  cahapan   penghi't`iiigan  di
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tm!;I.at  KPU  kabupatewlcoca   Hal  itu.  [antarali Pemyafaan  Ketua  K.PU  bah`va

Kpll     memakal      ichaologr     OpllcaL     Mark Ct      liasll      diuAggch      melaLUJ

Recognation (ONI) unruk P.lpres .I kamcra HP, buhan hasil scan

den

`Sencmara  Itv.  Ketue  DLvisi  Teknis  KPU  RI

[dham   liolik   mengatatan   untul:   PIleg,   KPU

mcngqunakan    tclmologl'    aptical    Cliaractc.

Recogriation     (On)      ]dliam     irmufurkan

dengan      acR.      KPPS      dapat      longs.irig

mengorcksi jika Sirek8p sa[ah membaca data

Sumbc,

httTi<-//new.`flehk.nm/mrnIII1/.I.7)016(t)ITmi1.

nL:Iii-kni)s+ak-dan8t-korcksndalji.nilni'.¢IIL.,1-

ca|ahJ|^irckan.

PadahaL.     dc.lean      mcngguml(a.i      tclmologl

OMR. scharusnya ahms] Iel]ih tinggl d8ripada

on  ham pats  lcmbar C]  staapuri  form  D.

kcduanya   sodall   dlrdiatan   Darking   unnil.

tcknologi  Chrfu  Mcogap  sakei  menjclaslcan

Pilpres masih menggunalcan acR?

Saksl   menjclaslcan.   mestinya   dela   yang Kami   scfuju   dengan   p¢Iidap3I   cakei.   naliiuli PcTbuatan KJ]U Indanggar

dilanpillcan    edaLch    data    ymg    sudan fakenys   hal  ini  tl.dalc  dilaLruken   KPU    KPU uu  14 2008 pesal 7 ayai (2)

ver'fie,I dmf.n  tm8.j.  mmlhifirfari  dam  }mng  n'rlak I 111  Prmilli pesal  ilo

valid  dan  belum  divcTifikasi  udtck  masck  kc

sislcm dan dilampdkae kc publik

Saksi  mcayinggung  seal  man,T  ~//  yang Pcrnyal8an     in:     tldaL:     tcpal     karena     daii Jiha             terbul:.`             adanya

menunieiya     tidrk     mungkln     add     deTi kesalchanJ(csalchan     data    yarig    tel]ndi    dj kese(Igajaan.    maka    perhaatan

sofltwor® s`relap       mcnunjukkan       bukan       kesalahan Inl  mclangga.

pembacaan  dengan  CXR  atau  oNI`  rram`In UU  [4 2008 pasal 7 ay8t (2)

lerlndikasi kual harcma adanya kcscngajaan. uU Pcmilu pasol 536

Majclis      depel      mcmb`iktikann}.a       dengan

melakuhan  uji  pellk  beberapa  kasus data  salah

dengan melak`ilun scca!a laoigsung pembacaaii

C I menggunakan apLikas. s[rekap darl datarfua

s8lah tcrscbut

Saksl  menjawab pertallyaali  `kenapa  s\iara Pefoedaan     suara     yang     dinlijukkan     saksl Jawaban     sakst     tldak     sesual

ssh beda dengan suara paslon7" pemoholi tldak terbanlahhan dcligan        pertanyaan        Kunsah`IkllniPaslon

Naniun ja`vahali  saksi  liialali  meniclaskan Pcrl u  dipalialiil  majdls baliwa perbedaaii  5uara

pcfoedaan suara ssh P.lpres dengan  Pilcg yang     dlt`mj`.kkan     saksi     pcmohon     adalah

•'Ar.*`zio7   peda   saat   ieliclinl.   dan   ini   beiiar
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bali`va      ada      ketidaksesuaiali       data      yang

rnenunjukka(I  LDtegn(as  data  yang  bunik  dan

sirehal,.

Balwa  pedr  penefapan  akhir  perolchan  suara

oleh KPU  I(u n`enjadl  gama, hal  IIil juga secara

matematis tldak bLsa terveiifikasi  karene masih

banyakiiy8  form  Cl  hasiL  den  D  Rekapitulasi

yang tldek teonggch.

Dan     jlka     akhLmya     sama,     tldak     pemah

terjcJasken   mcDgapa   akhlmya   mel`jadi   santa

padahal dalam proscsnya selalu berbeda hlngga

menycb8bkan   KPU  sendin`  menyernbunyiJ(an

inforTTiasi  numenk dan tabulasl tersebut

Saksl    menyatakan.   hasll    pleno   manual Fakfanya.      masih      bisa      dllemukan      pede

dlmasukkan ke siTckap untuk mcngkorcksi rekapltulasl  Tingkat  nasaonal  misatnya.  bahwa

daia  sirckap.  Sciclal  pleno`  data   slickap data    hasjl    perhinngan    manual    (form    D

pasll     s8nia     dengan     hasil     perliit`ingan rekapifulasi)  tidak  saim  dengan  sirekap  (form

manual CI  Hasil)

Saksi    menyautan,   Data   sirckap   botch INILAI]       PENJELASAN       BAGAIMANA UU  14 2008 pasal  7 aorat (2)

salah.   18pi   keliha  pleno   dili|>date.   itulalyangbeliardalamalli"legarkaemdilandetanganisaksi.Soalliaiitlada KECURANGAN ITU B[SA TERIADI UU Pemilu pesa] 536

Slrckai)     dibiarfuan     unfuk     salah,    kemudlan

mahipulasi  itu  lLai]  Imsing-IIiasing  ki.a diupdalc   ketiha   pleno.    Disjtulah   manipulasi

thu   lali.   Tapi   saksi   semue   canda  tangandlsanaSaksljugamengatakan.kalaulnal) bisa terjadt dengan persefujuan saksi

Data   sirekap   Tingkat   TPS   yang   seharusnya

sahal      dan     diuaga     kesuciarmya,     seiigaja

melakukan kecurangan ya di rekap ITianual. dlblarhan    sa]al   untok    kemudl'an   dilakukan

Kalau  lnau jual bell  soara ya disana kecurangan pada rehapifulasi manual ,

Saksi     mengatakan     tldek     pchu     audit Padalal salah safe tujuan Atidlt forenslk adalah

forenslk   karena   beJum   add   bukti   tindek mencan  bukli  adanya  ttndal(  pidana  dengrn

I),dana bukll  awal adanya peJaliggann  atau kckacauan

slstem  lnfonnasl   yalig men«nbulhan keres8h8»

di masy8rakal

Saksi  mengatokan. `aJldasi  ifu dan  alas ke Pemyataan      saksi      ini      berbahaya,     karcnLa

bawah saja . iTienganggap  hasiJ   Ltu  pastl   benar,  den  hanya

mcmvalldasl jumlah kc ban/ah_

Padahal  yang  scharusnya  sakral  dLjaga  adalah

dala  ulaliia CI  TPS,  hi  yang  tidck  holeh  salah

dan scharusnya dlvalidasi di aual
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Saksi  juga  membandingkan   penghitungan  suara  Sirckap  dengan  Kawal

Pemil u` Jaga Pemilu, dan Jaga Suara. Namun dari penelusuran kami. temyata Kawal

Pemilu hanya memiliki data C I dari Masyarakat sebanyak 271.240 TPS atau 32.9%,

dan selebihnya mengambil data dari Sirekap. Begitu juga dengan Jaga Pemilu yang

hanya memiliki  data 264.073 TPS.  Sedangkan situs Jaga Suara justru sudah tidak

menampilkan   lagi   tabulasi   data   perolehan   suara   PemiLu   sehingga   tidak   bisa

diverifikasi.  Artinya,   Hasil  Penghitungan  dari  portal  independen  ini  tidak  bisa

menjadi justifikasi kebenaran Sirekap karena hanya memi]iki data sekitar 30 persen

saja.
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4.   Tanggapan terliadap kesatsian Yudistira:

Beberapa catatan kami terhadap kesaksian Yudistira

Pcndapa. Sdsl Tha8grpr\ A"Irus CIIrlae Pelanggaran  alau    tidak  scsuai

deD8an.

Saksi   menjelasl(an   bisnis   proscs  Siickap Kcsaksian inl mengkonfimas) kcsaksian Sakst UU  14 2008 pesal 7 nyat (2)

sebagal  benkul:Kctikatepadi  kcsalahan,    hanya    dlberiwaning,tiamundatatctapdiler.rnadandipublihasikaB.PerbalkendllckukandiKPUKab/Rota Pemohon   bah`]/a   Data   yang   salali   dibiallcai]

masut  kc  detabase  dan  dltampllkan  ke  sistem

Infornlas[

Bisnis proscs inl kellrii. karcm data yang sudah

dikctalui    tidek    valld    tc(ap    dislmpan    dan

dilanpilkan  ke  p`iblik   ]ru  yang  lnen}.csatlcan

pubLik dan Dendcgradasi  Sirehap ltu sendiri.

Namun bisnis proses ini didesain hm ITB sesual

kengman qu

Saksi      mcnj¢Iaskan      bahwa     M¢tadsta Alasai prrvasi sebenanya ttdak relevan. Jcni3

memang  adak  diambil  dati  EX]F  imag¢ handphone,  sethng  kamera  doll  Jar-lajD  yang

yang     dipToduksi     kamcra     hal)dphotic, tidal d[bunihkan oleh proses bjsnJs sebenamya

namun Bengaj8 dibu8t kotak ka]ncn kliusos bckanLab      hal      yang      privat,     jusml      biso

din mcfadata dllelakkan pads I)asian athl.filedenganalasanprlvasiEXIFjugatidckdigtinekabkarenadataakantcocrapjika mempcckua. lccolcnlikan metadata.

Pengg`maari          mctode         hawhing         juga

dikirim via \thaisapp acau Gongledrive.Saksijugrmengatakan.me(adatabisadiubah.Kcmud]a]iSire(apjngamenggulickanlne(odeI/g/I/ngdan//awl//rg, diper.myakan.   kaerLa   lebih   rawan   dari   sisi

I(camanan       Mengape     hdak     inenggunakan

mc[odc .tlg7i/»g senua?

Saksi  menjclashan  Log  8ktivifas  disilupan Ac.jvlty  hog  yang  dismipan  dalaln  Log  Store

drlam Log S(oreSaksljugamenyafakan  Sirckap "rmti" Itu im yang pcTlu dibul(a dan diperiksa dalam Audit

]T  Forciislk   untuk menjawab  meligapa  tcrjad]

beglfu  banyak  pcrubahan  dl  Sirckap   Dimaiia

hapya   .1oko  depan"nya   saja,  tapi   tetap pcrubcharLnya,    apa    yang    berubali,    kenapa

menchliia  data,  .Toto  dcpan"    djliiatl.LankarenamembersihkandetayangkotoT diubal` dan 8iapa yang inaiguhah.

Kcsakslan     saksi     mcngkorifirmad          begitu

kctomya   data   KPU.   dan    Lni   l€rjadL   karena

proses   blsnls   yang   keljn`.   yajnl   Lticiiiblarkan

data salah nias`ik kc slslcm dan ditampllhan ke

publlk-
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Saksl      mempersoalkan     (.ran`/mg     dan Yang    dllakukan    scksj    peli`ohon    melak`Ikan

froti/e»d.  "enurm  saksi  scl`ansliya  den crawJing v;a fronlend. karena itulal yang dilllial

backund. oleh publ ,k

Mcmpenanyakarl  mengapa crawling dilckiikan

`na    |rlml    end    deri   bitl<an    I)a(kend    yssl"

menunjukkaii   edanya  masalch   integntas  data

anlara   /inn/a/id  den   6ack€iid.   padahal   unnik

kasus  dsleiii  inronnasl  penllu  IJ]I  seharusnya

keduanya sinho.

Saksi    menunjukkan   linjmasa    perolelrm Data  yang  dilanipilkm  saksJ  mengkonfimiasi

suara yang justru  li`enunjukkali persentascperolchansilarapea)on01,02dan03bengerakdenganTenlangyangsangalrendch(dibawah3person) data yang disampaika]i saksi  paiiohon
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Ill.       KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kami  menyadari  posisi  kami  sebagai  pihak lain yang bukan merupakan pemohon,

termohon atau pihak terkait, karena itu kami tidak menyampaikan petitum. Namun

izinkan    kami    sebagai    sahabat    pengadilan    menyampaikan    kesimpulan    dan

rekomendasi  kami  kepada  Mahkamah  sebagai  partisipasi  masyarakat  dan  bentuk

kepedulian kami dalam penegakan demokrasi dan keadilan pemilu;

A. KESIMPULAN

I.  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perse]isihan tentang

hasil  pemilihan  umum,  sehingga  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  untuk

mengadili     keseluruhan    proses    pemi]ihan    umum,    dan    memastikan

keseluruhan proses pemilihan umum tidak melanggar hukum dan peraturan

perundangan yang ada, sehingga hasil pemilihan umum menjadi sah secara

hukum. Pelanggaran dan penyalahguman wewenang yang teriadi sebelum,

selama  dan  setelch  pencoblosan  tanggal   ]4  Februari  2024  te]ah  terjadi

secara TSM  dengan  kualifikasi  melanggar prinsip  moralitas,  rasionalitas,

etik  dan  terutama  te]ah  teriadi  dan telah  terjadi  ketidakadilan  7'»fo/Grab/e

yang sudah luar biasa yang sudah "o/oJ+e/ei./en.

2.  Penetapan pasangan colon 02 tidak sah karena putusan Nomor 90rf'UU-

XXI/2023  tidak sah  sejak Mahkamah  Kehormatan MK memutuskan telah

terjadi  peJanggaran,    maka  sesuai  pasa]   17  UU  kehakiman,  putusan  MK

Nomor  90/PUU-XXI/2023     telah  batal  demi  hukum  dengan  sendirinya.

Dengan demikiap syarat penca!onan pasangan Presiden dan Waki] Presiden

yang  berlaku  adalah sesuai  pasal  UU  Pemilu  sebelum  pasal  tersebut diuji.

Sehingga. pencalonan Gibran Raka Bumi  tidak sah karena tidak memenuhi

persyaratan tersebut.
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3.  Penetapan  Hasil  Perolehan Suara oleh  KPU  melalui  Kepiitusan  Komisi

Pemilihan  Umum  Nolnor  360  Tahun  2024  tidak  sah  karena  dihasilkan

melalui  proses yang banyak melanggar hukum dan peraturan perundangan,

terutama melanggar pasal  I  ayat (2) dan pasal 22  E  ayat (I ), pasal 23. pasal

24 ayat ( I ) dan pasal 28 F UUD  1945.
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8. REKOMENDASI

Sekali  lagi  kami  menyadari posisi  kami  bukan sebagai  pihak yang  berperkara,
sehingga    mohon    dipahami    bahwa    ini     bukanlah    petitum.     Kami    tetap
menghormati   independensi   majelis  hakim  dalam   membuat  putusan,  namun

perkenankan    kami     menyampaikan    rekomendasi    kami    sebagai    sahabat
pengadilan  agar Majelis   dapat  membuat putusan yang seadil-ndilnya,  dengan
mempertimbangankan:

I.      Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90fl'UU-XXI/2023 tidak sah

atau  setidak-tidaknya  Putusan  MK  90muu-XXI/2023  dinyatakan  mow

excccf/ab/e   sejak   Majelis   Kehormatan   MK   mengeluarkan   putusan

Nomor: 2/MKMK/L/ARLTP/I I/2023, yang berimplikasi pada pasangan

nomor   urut   02   tidak   sah   dalam   hal   calon   Wckil   Presiden   Gibran

Rakabuming Raka.

2.      Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilu KPU   Nomor 360 Taliun

2024, mengandung cacat hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu

KPU  harus  melakukan  Pemilihan  Ulang  Presiden  dan  Wakil  Presiden

tanpa menyertakan Pasangan Calon No.  Urut  2, atau dengan Pasangan

calon  No  Urut  02  setelali  mendiskualifikasi  Calon  Wakil  Presidennya

(Gibran Rakabuming Raka).

Demikian disampaikan,  mohon maaf alas kekurangan kami, dan terimakasih yang

sebesar-besamya  atas  perhatian  majelis  hakim,  semoga  amz.cz/s  cwr7'oe  bri.e/   ini

bermanfaat bagi Majelis  Hakim dalam menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia, 2024.

ff r«ilf ty:rrvq+   Tt7Di        A=4PGdsL
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